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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 147 TAHUN 2019 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 

2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan 

penyempurnaan untuk tertib dan efektivitas administrasi 

penyelenggaraan pemerintahan; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Pedoman Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun  2009 tentang  

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5286); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang 

Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 176); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang 

Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang 

Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang  Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286) ; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 

tentang Pedoman Tata naskah dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

  12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 432) ; 
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Pasal II ... 

  

 

  13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Tingkat II 

Tasikmalaya Nomor PER91/I/DPRD/1971 tentang 

Lambang Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3); 

  16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah; 

  17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 71 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 

 

Pasal I 

Ketentuan BAB I huruf A dan huruf B, BAB II huruf B dan huruf C, BAB III huruf 

A dan huruf B, BAB IV huruf D dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya 

Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 71) diubah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

 

Ditetapkan di Singaparna 

Pada tanggal 1 November 2019 

      BUPATI TASIKMALAYA, 

 

 ttd. 

 

                                                                              ADE SUGIANTO 

Diundangkan di Singaparna 

Pada tanggal 1 November 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

 

             ttd. 

 

      IIN AMINUDIN 

Plh. SEKRETARIS 

ASIKMALAYAH. IIN AMINUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  

TAHUN 2019 NOMOR 1472018 NOMOR 

 

 


